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MOTTO

“Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara
kepentingan sendiri dan kepentingan umum dan janganlah kepentingan sendiri itu

dimenangkan di atas kepentingan umum””

(Disampaikan oleh Bung Karno dalam Pidato : Capailah Tata Tentram Kerta Rahardja
Tahun 1951)

*Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : Bung Karno dan Ekonomi Berdikari, Jakarta, PT.
Grassindo, 2001, him.318
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RINGKASAN

Kemitraan antara pemerintah dan swasta diharapkan dapat memperbaiki kualitas
pendidikan dan mengetahui keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Program
ini membuka kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi memperluas akses pendidikan
dan sekaligus menjadi jembatan untuk mengurangi kesenjangan antara lembaga
pendidikan dan dunia usaha. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005
yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, penyediaan
infrastruktur bagi masyarakat meliputi infrastruktur ekonomi dan sosial. Namun, tidak
semua pembangunan infrastruktur ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah,
khususnya daerah otonom baru yang masih belum diimbangi dengan kapasitas SDM dan
finansial yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga penyediaan
infrastruktur di daerah masih dapat dikatakan belum maksimal bahkan sangat minim.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dapat dikemukakan isu hukum adanya dasar
hukum kewenangan pemerintah daerah dalam kerjasama dengan pihak swasta
khususnya di bidang pendidikan. Hal lainnya menyangkut bagaimana bentuk kerjasama
tersebut dan bagaimana penyelesaian bila terjadi pelanggaran terhadap isi kerjasama
tersebut. Rumusan masalah dalam hal ini : (1) Apakah bentuk kerjasama antara pihak
swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan
sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ? dan (2) Apakah akibat hukum
adanya pelanggaran kerjasama dalam pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan
antara pemerintah daerah dengan pihak swasta ? Metode penelitian dalam penulisan
skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual
dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini
menggunakan analisis normatif kualitatif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Pada
prinsipnya ada hak dan kewajiban pihak swasta dan pihak pemerintah daerah dalam
bidang pendidikan dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini
meyediakan sejumlah dana yang diperlukan bagi penyediaan sarana, prasarana yang

dibutuhkan dalam bidang pendidikan, sedangkan pihak swasta akan menyediakan hal

xii
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tersebut berdasarkan kontrak dan perjanjian yang telah disepakati. Poin-poin secara lebih
detail lebih lanjut dituangkan dalam bentuk perjanjian (agreement) sesuai dengan bentuk
perjaniian yang disepakati dalam kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta
tersebut. Kedua, Keterlibatan sektor swasta dalam proses pembangunan daerah adalah
sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki
pemerintah, yaitu anggaran pemerintahdalam menyediakan pelayanan publiksementara
tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin lama semakin
meningkat. Keterlibatan atau partisipasi swasta merupakan bentuk kontribusi sektor
swasta dalam pembangunan daerah. Maka pelaksanaan kemitraan merupakan upaya
dalam rangka meningkatkan peranan swasta dan masyarakat dalam pelayanan publik dan
pembangunan daerah.

Saran yang diberikan bahwa, Pelayanan pendidikan publik ini bila ditangani
sendirian oleh pemerintah tidak akan mencapai kualitas pelayanan yang baik.
Pemerintah perlu mencari cara yang dapat membantunya dalam peningkatan pelayanan.
Public-private partnership atau kerja sama antara pemerintah daerah (sektor publik)
dengan pihak swasta. Dengan kerja sama antara dua sektor atau lebih ini diharapkan
dapat meningkatkan pelayanan. Kerja sama ini bisa juga dilakukan antarsesama pihak
organisasi/unit sektor publik. Misalnya kerja sama antara dinas pendidikan dengan dinas
pendidikan. Peran pemerintah ke depan akan semakin berkurang, dan peran swastalah
yang justru menjadi lebih besar dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan.
Pemerintah lebih menjalankan fungsi regulator dan fasilitator yang mengarahkan proses
dan tujuan pembangunan. Pemerintah tidak lagi menjadi inisiator maupun operator
dalam pembangunan. Selanjutnya peran inisiator dan operator harus dilakukan oleh
masyarakat dan kalangan usaha swasta. Dengan demikian, masyarakat bukan lagi
sekedar menjadi obyek tetapi menjadi subyek pembangunan. Kerjasama didasari atas
hubungan antar pelaku yang betumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan
saling menguntungkan, serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan
kebersamaan. Dalam kaitannya dengan hal ini, di samping sharing keuntungan, melekat
juga resiko yang ditanggung bersama atau sharing resiko. Kemitraan dalam
pembangunan pada dasarnya mengandung hakekat keadilan dalam perolehan
keuntungan. Namun demikian, pemerintah tetap harus mengambil prakarsa paling tidak
untuk menciptakan iklim yang mendorong bagi kerjasama tersebut.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa pemerintah daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu
melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu
memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antar pemerintahan
daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Daerah diberikan kewenangan yang
seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara,
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem negara
Kesatuan Republik Indonesia.” Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan
tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan

D John Salindeho, Tata Laksana Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, him.39
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pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan
bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk
menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan
jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan
dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari
tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus
selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Pemberian otonomi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota menimbulkan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan bagi
pemerintah daerah dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :

1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut,
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah  Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintahan Pusat

3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Uruan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan.

Terkait hal tersebut di atas, Soemanto menyebutkan pendapatnya bahwa :

Kewenangan otonomi daerah diwujudkan dengan memperhatikan
tiga hal, yaitu : ruang lingkup (luas), kenyataan dan tanggung
jawab. Kewenangan yang luas menunjukkan keleluasaan
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penyelenggaraan pemerintahan mencakup kewenangan bidang-
bidang pemerintahan yang harus direncanakan, dilaksanakan,
diawasi, dimonitor dan dievaluasi. Kewenangan menurut kenyataan
menunjuk pada keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan berdasarkan realitas sosial, kebutuhan dan bahkan
permasalahan yang dihadapi rakyat. Dan otonomi daerah yang
bertanggung jawab merupakan konsekuensi dari penerimaan hak
dan kewenangan untuk mengatur daerah sendiri serta menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.?

Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan
otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada usaha
menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Penerjemahan seperti ini ternyata belum cukup efisien dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa maju
mundurnya satu daerah juga bergantung pada daerah-daerah lain, khususnya
daerah yang berdekatan.® Untuk mengoptimalkan potensinya, kerjasama antara
pemerintah daerah dengan pihak swasta dapat menjadi salah satu alternatif
inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas,
sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang
menyangkut kepentingan lintas wilayah.

Salah satu bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta
adalah dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran besar
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta memberi solusi bagi
masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Dunia akademik memerlukan sinergi
dengan entitas bisnis dan pemerintah untuk berpartisipasi menjalankan program
pembangunan. Model sinergi tiga pihak yang meliputi penyelenggara
pendidikan, dunia usaha dan pemerintah untuk meningkatkan dinamika dan
kesinambungan ekonomi sering disebut sebagai triple helix. Ketiga unsur
tersebut memiliki peran strategis untuk mengembang-kan kebijakan yang

merupakan hasil interaksi antar elemen masyarakat, bukan kebijakan yang lahir

2 Soemanto, 2007, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sosiologi Hukum Pada Fakultas 1lmu Sosial
Dan llmu Politik Universitas Sebelas Maret, Tantangan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial, him .3

¥ Antonius Tarigan, 2009, Kerjasama antar daerah (KAD) untuk peningkatan penyelenggaran
pelayanan publik dan daya saing wilayah, Jurnal ilmiah : Direktorat Otonomi Daerah
Bapenas, Jakarta, him 1
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semata-mata dari pemerintah.Triple helix dapat menciptakan peran swasta dan
partisipasi masyarakat dalam transformasi pendidikan.

Peran swasta dalam penyediaan layanan publik, seperti penyediaan air
dan transportasi, telah dilakukan sejak lama. Namun, keterlibatan swasta dalam
aktivitas sosial seperti pendidikan merupakan hal baru. Pendanaan pendidikan
oleh swasta menjadi tren paling signifikan di dunia keuangan publik dalam satu
dekade terakhir. Dalam pengelolaan pendidikan, pemerintah umumnya
menghadapi dua tantangan. Di satu sisi harus memperluas akses pendidikan dan
di sisi lain harus meningkatkan kualitas lulusan. Terkait hal tersebut, Budi
Waluyo mengemukakan pendapatnya, bahwa :

Pertama, pendidikan yang disediakan oleh institusi swasta

umumnya mengalami perkembangan yang pesat karena kemudahan

dan keberanian berinovasi. Namun, jangkauan pendidikan swasta

masih terbatas di kota-kota besar. Sementara, pendidikan yang

disediakan pemerintah, yang aksesnya lebih luas hingga ke area

terpelosok, kualitasnya cenderung tertinggal dan lambat melakukan

inovasi. Kedua, di samping masalah kesenjangan akses pendidikan,

juga terjadi kesenjangan antara lembaga pendidikan dan dunia

usaha. Lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan seringkali

kurang sesuai dengan tuntutan industri. Dampaknya, semakin

banyak lulusan yang tidak ter-serap oleh bursa tenaga kerja. ¥

Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses
dan kualitas pendidikan adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak
swasta, yang sering disebut sebagai program Kemitraan Pemerintah Swasta
(Public Private Partnership). Kemitraan antara pemerintah dan swasta
diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan mengetahui
keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Program ini membuka
kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi memperluas akses pendidikan dan
sekaligus menjadi jembatan untuk mengurangi kesenjangan antara lembaga
pendidikan dan dunia usaha. ®

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang kemudian

direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, penyediaan

* Budi Waluyo, Sistem Pendidikan Vokasi di Inggris, Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London 2018, him.9
*) Ibid, him.9
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infrastruktur bagi masyarakat meliputi infrastruktur ekonomi dan sosial. Ini
meliputi infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum,
sistem pengelolaan air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan,
telekomunikasi dan informatika, konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas
pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, fasilitas
kesehatan, kawasan, pariwisata, lembaga permasyarakatan, dan perumahan
rakyat. Namun, tidak semua pembangunan infrastruktur ini dapat dilakukan oleh
pemerintah daerah, khususnya daerah otonom baru yang masih belum diimbangi
dengan kapasitas SDM dan finansial yang memadai untuk melaksanakan
kegiatan tersebut sehingga penyediaan infrastruktur di daerah masih dapat
dikatakan belum maksimal bahkan sangat minim. Sebagai contoh, akibat tidak
lengkapnya sarana pendidikan maka anak-anak yang tinggal di daerah-daerah
terpencil kesulitan untuk pergi ke sekolah karena tidak tersedianya akses menuju
ke sekolah dimana mereka harus pergi ke sekolah dengan melewati jembatan
gantung yang tidak aman. Contoh kasus ini terjadi di daerah Lebak Banten, yang
mana setelah 10 tahun baru memiliki jembatan permanen. Pembangunan
jembatan ini merupakan bantuan dari IKANAS yang bekerjasama dengan
alumni ITB dan PT SMI dengan biaya sebesar Rp.260.000.000,-°

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dapat dikemukakan isu hukum
adanya dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam kerjasama dengan
pihak swasta khususnya di bidang pendidikan. Hal lainnya menyangkut
bagaimana bentuk kerjasama tersebut dan bagaimana penyelesaian bila terjadi
pelanggaran terhadap isi kerjasama tersebut. Penulis tertarik untuk menuangkan
dan mengkaji masalah kewenangan pemerintah daerah yang dalam melakukan
kerjasama dengan pihak swasta khususnya di bidang pendidikan, khususnya
dalam pembanguan regional daerah dalam penulisan skripsi dengan judul :
“Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Swasta Dalam Pembangunan
Infrastruktur Di Bidang Pendidikan”

¢ http:/Mww.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-
pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas,

maka penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai
berikut :

1.

Apakah bentuk kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah daerah dalam
pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan sudah sesuai dengan
undang-undang yang berlaku ?

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak swasta

apabila ada perselisinan dalam kerjasama tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1.

Memahami kesesuaian bentuk kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah
daerah dalam pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan berdasarkan
undang-undang yang berlaku.

Memahami yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak

swasta apabila ada perselisihan dalam kerjasama tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1.

Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat
akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember.

Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang
bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait
kewenangan pemerintah daerah yang dalam melakukan kerjasama dengan
pihak swasta khususnya di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang
berguna khususnya bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas

hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus
dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam
rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian.
Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau
menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga
penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat
digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan—bahan hukum
yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan
kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat
diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha

mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan
dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan
mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-
Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. ”

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan
yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai
aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian

dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan

) peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,

him.194
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(dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual yang diuraikan sebagai berikut :

1.

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu
yang dihadapi

Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

(Conceptual Approach) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan
dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat
diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin

hukum.?

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan

hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya mempunyai otoritas. Bahan—bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan—catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang

undangan dan putusan—putusan hakim. Bahan hukum primer yang dipergunakan

dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.
2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kerjasama Daerah ;

8)
9)

Ibid, him.93
Ibid, him.138
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5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama

Daerah.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum
yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan
hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.lo) Adapun yang
termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks,
laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para
ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan
dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang
memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain
yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-

deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber
bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non
hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan

topik penulisan skripsi."

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu
metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan
komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain

dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,

19 bid, him.93
D 1pid, him. 164
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ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan
kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu
penelitian hukum, yaitu :

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan.*?

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu
yang bersifat preskriptif dan terapan. Illmu hukum sebagai ilmu yang bersifat
preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan
hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. llmu hukum sebagai
ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu
dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut
dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang

untuk kajian akademis.

12 Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, him.171
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan
2.1.1 Pengertian Kewenangan

Persamaan tanggung jawab dan wewenang adalah baik dalam teori,
tetapi sukar dicapai. Dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa wewenang dan
tanggung jawab adalah sama dalam jangka panjang, dan dalam jangka pendek,
tanggung jawab lebih besar peranannya dari pada wewenang itu sendiri.
Organisasi lini adalah orang/badan usaha yang mempunyai hubungan pelapor
hanya dengan satu atasan, sehingga ada kesatuan perintah. Dan organisasi staf
adalah orang/badan usaha dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya
memberikan saran dan pelayanan kepada fungsi ini.

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan persoalan asas legalitas,
asas yang tentunya mendunia. Hal ini disebabkan asas legalitas merupakan salah
satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan
pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara dengan
sistem hukum kontinental.*® Senada dengan pendapat F. J. Stahl, bahwa salah
satu unsur pokok yang harus dimiliki negara hukum, yakni pemerintah
berdasarkan undang-undang (hukum). Ini sesuai dalam konsep Hukum
Administrasi, asas legalitas juga dikenal, dikatakan bahwa pejabat tata usaha
negara dapat berbuat hukum asalkan ada dasar wewenang yang bersumber dari
undang-undang.*¥

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai kewenangan, ada baiknya
dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan kewenganan beserta jenis-jenis dan
cara memperoleh kewenangan itu sendiri. Kewenangan atau wewenang adalah
suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun

sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa

¥ Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, eds. kesatu, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, him.94

¥ http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=1288468 diakses
pada tanggal 16 Februari 2019
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yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang
diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau
administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu
atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan
tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu
saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi
perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari
pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan
kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung
pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan.
Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam
organisasi.Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan —tindakan
hukum tertentu. Mengenai wewenang tersebut H.D. Stout menyatakan bahwa :
wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi
pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh

15)

subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Kewenangan
memiliki kedudukan panting dalam kajian hukum tata negara dan hukum
administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga banyak
para pakar menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan
hukum administrasi.

Wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang
untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat
sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yag sah dan legal untuk dapat
mengerjakan sesuatu pekerjaan. Wewenang adalah apa yang disebut sebagai
“kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh

undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau adminstratif.

% H.D Stout dalam Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo
Persada, him.101
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Karenanya merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan
ternadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang
bulat, sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari
kewenangan.

Wewenang juga diartikan sebagai hak yang dimiliki untuk memgambil
keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.®
Unsur wewenang atau kewenangan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga)
hal, antara lain : *’

a. Pengaruh
Bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan
perilaku subyek hukum.

b. Dasar Hukum
Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk
dasar hukumnya, dan

c. Konformitas Hukum
Mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard
umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis
wewenang tertentu)”.

2.1.2 Sumber Kewenangan dan Bentuk Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan
dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan
diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”,
kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau
legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan
kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang
pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan
“wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari
kewenangan. Kewenangan pada prinsipnya diperoleh oleh seseorang melalui 2
(dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam

tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukan dalam wewenang yang

9 Ridwan H.R, Op.Cit, him.90
) philipus M. Hadjon, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, him.36


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

14

dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya
berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi
ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang Undang
Dasar) atau peraturan perundang-undangan.'® Kewenangan tersebut terus
menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan,
sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh : kewenangan yang dimiliki
oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat. ¥

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses
pelimpahan yang disebut :

a) Delegasi

b) Mandat
Diantara jenis-jenis pelimpahan wewenang ini, perbedaan antara

keduanya adalah sebagai berikut :

a) Delegasi adalah pelimpahan tanggung-jawab dan wewenang kepada anak
buah atau rekan kerja.?® Delegasi memiliki dua unsur penting yaitu
Tanggung-jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan
Wewenang sebagai kekuasaan untuk menunaikan kewajibannya.
seseorang yang menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada
seseorang lain dalam batas kepemimpinannya, yang dipercayainya
mampu merampungkan atau menjaga tugas dan kewenangannya itu,
secara hukum dan moral harus ikut bertanggung-jawab atas segala
kejadian yang dilakukan oleh orang (dan pembantu-pembantunya) yang
menerima delegasi itu, betapa kecil pun akibat kejadian tersebut terhadap
organisasi. Karena itu setiap unsur pimpinan berkewajiban melakukan
pengawasan pada bawahan langsungnya, dan bertanggung-jawab atas
semua Yyang terjadi dalam kepemimpinannya. Misalnya pimpinan
terendah dalam organisasi adalah bawahan dari pimpinan diatasnya,

berurutan sampai ke pimpinan tertinggi, dan diberikan kepercayaan oleh

¥ 1bid, him130
19 Ridwan HR, Op.Cit, him. 90
29 1pid. hIm.90m
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atasan langsungnya. Dengan demikian, walaupun kesalahan atau
kekeliruan atau pelanggaran terjadi dan dilakukan dalam batas tugas dan
tanggung-jawab pimpinan yang terendah dalam organisasi, setiap
pimpinan yang terlbat dalam pendelegasian tugas itu, secara hukum dan
moral harus bertanggung-jawab. Harus dicamkan, bahwa pendelegasian
berlaku dari atas sampai ke bawah, dan karena itu semua yang terlbat
dalam pendelegasian itu secara hukum dan moril harus bertanggung-
jawab

b) Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak
(rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa
orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu. 2V

Contohnya ketika kepala daerah ~memerintahkan bawahannya

mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi

tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (kepala
daerah).

Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun
berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa
yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar
ada berdasarkan konstitusi (Undang Undang Dasar) atau peraturan perundang-
undangan. Demikian pula wewenang dalam pembentukan Peraturan
Perundangundangan dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi. Atribusi
terdapat apabila adanya wewenang yang dberikan oleh Undang Undang Dasar
atau Undang Undang kepada suatu badan dengan kekuasaan dan tanggung jawab
sendiri (mandiri) untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-
undangan. Sedangkan delegasi terdapat apabila suatu badan (organ) yang
mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan
(sebagai bentuk wewenang atribusi) menyerahkan kepada suatu badan atas
kekuasaan dan tanggung jawab sendiri wewenang untuk membuat atau

membentuk peraturan perundang-undangan.

2D |bid, him.90
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2.2 Pemerintahan Daerah
2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi
(desentralisasi) dan tugas perbantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di
daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum
sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam
Undang Undang Dasar. Karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah
pusat dengan daerah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan
pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis.
Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah
dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah
pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan
mendesentralisasikan kewenangan-kewenagan yang selama ini
tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses
desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari
tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya
sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah
kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi
semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke
tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya
kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan yang
pergerakannya bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.??

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ; kata pemerintahan, pemerintah, pemerintah daerah,
pemerintahan daerah jelas dibedakan artinya satu sama lain. Dirumuskan bahwa
pemerintah adalah pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah daerah
adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, kata pemerintahan daerah
dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan

22) Jimly Assiddigie.2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta. Konstitusi
Press. him.278
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dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan
pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan
subjek  penyelenggaranya.  Pemerintahan  daerah  adalah
penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah adalah
gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat daerah. Dalam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gubernur, bupati, dan

walikota tepatnya masing-masing disebut sebagai Kepala

Pemerintanh Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam

Undang Undang Dasar 1945, pembedaan kedua istilah pemerintah

dan pemerintahan itu juga tergambar pada judul Bab IllI,

“kekuasaan pemerintahan negara” dan Bab VI “Pemerintah

Daerah”. Demikian pula dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat

(6) perumusannya dimulai dengan “pemerintahan daerah” sebagai

subjek kalimat.?

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah daerah
adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah
daerah merupakan badan eksekutif daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur,
Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemisahan dua unsur pemerintahan
daerah tersebut di atas, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan

pemerintah daerah, dengan maksud untuk menempatkan Dewan Perwakilan

2 Jimly Assiddigie, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, PT.
Bhuana limu Populer, 2007, him.411


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

Rakyat Daerah (DPRD) sebagai komponen penting dan sentral dalam
menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran demikian
merupakan salah satu usaha untuk memberikan perwujudan prinsip kedaulatan
rakyat di tingkat daerah, yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat
lewat lembaga perwakilan di daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di
daerah yang bersangkutan.

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu satu orang wakil
presiden serta menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan dan penyelenggara
pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah
dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah ; untuk
provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota
disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah,
yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten
disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota. Berdasarkan
definisi yang telah dikemukakan diatas, maka pengertian dari Pemerintahan
Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang
berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang
menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat.
Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari
pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan
rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan
umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah
daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional

untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

2.2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan
penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dalam konteks bentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal
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18 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah
yang diatur dengan undang undang. Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan
pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang
berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan,
pemenuhan hak dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar minimal,
prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan terkait erat
dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Urusan wajib yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah propinsi merupakan urusan dalam skala
propinsi yang meliputi :

Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Penyediaan sarana dan prasarana umum;

Penanganan bidang kesehatan;

Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia;

Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah

termasuk lintas kabupaten/kota;

10. Pengendalian lingkungan hidup;

11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas
kabupaten/ kota;

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

CoNoOR~WNE

Urusan pemerintahan propinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi

unggulan daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
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kabupaten/kota merupakan urusan dalam skala kabupaten/kota, antara lain

meliputi :

Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
Penyediaan sarana dan prasarana umum;

Penanganan bidang kesehatan;

Penyelenggaraan pendidikan;

Penanggulangan masalah sosial;

Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;

. Pengendalian lingkungan hidup;

. Pelayanan pertanahan;

. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

. Pelayanan administrasi penanaman modal;

. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

.Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi

unggulan daerah. Pemerintah Daerah mempunyai beberapa tugas dan wewenang

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang,

sebagai berikut :

a)

b)
c)

d)

e)
f)

9)

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

Mengajukan rancangan peraturan daerah;

Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama
DPRD;

Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD
kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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Selain tugas dan wewenang tersebut, kepala daerah juga mempunyai

kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 27 Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2014 yang isi selengkapnya yaitu :

1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil

kepala daerah mempunyai kewajiban :

a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;
b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;

e) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-

undangan;

f) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah;
g) Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;

h) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan

keuangan daerah;

J) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di

daerah dan semua perangkat daerah;

k) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan

pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah,

dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban

DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah kepada masyarakat.

3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Sementara itu, wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas :
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a) Membantu kepala daerah dalam  menyelenggarakan
pemerintahan daerah;

b) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan
instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau
temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan
pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan
hidup;

c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala
daerah kabupaten/kota;

e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah
dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;

f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang
diberikan oleh kepala daerah; dan

g) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila
kepala daerah berhalangan.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang
dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala daerah (gubernur, bupati atau Walikota) melalui Sekretaris
Daerah, serta bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat
ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan
oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka
dekonsentrasi (khusus untuk Dinas Daerah Propinsi).

Dalam menyelenggarakan tugasnya, dinas daerah berfungsi
merumuskan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ; pemberian
izin dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pemberian pelaksanaan tugas
sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk Dinas Daerah Propinsi sebanyak-
banyaknya terdiri atas 10 (sepuluh dinas) sedangkan Dinas Kabupaten/Kota
sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) dinas. Untuk melaksanakan kewenangan
propinsi di daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah Propinsi (UPTD2P) yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau
beberapa daerah Kabupaten /Kota. Pada Dinas Kabupaten/Kota dapat dibentuk
Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian

tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
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Lembaga teknis daerah propinsi/kota merupakan unsur pelaksana tugas
tertentu, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) melalui Sekretaris
Daerah. Lembaga ini melaksankan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak
tercakup oleh Sekretaris Daerah dan Dinas Daerah, meliputi bidang penelitian
dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan,
perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan
kesehatan. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah

sakit daerah, baik untuk wilayah propinsi, maupun kabupaten/kota.

2.3 Otonomi Daerah
2.3.1 Pengertian Otonomi Daerah

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : Negara
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal
18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan
Daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam salah satu isi
penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa : “Di
daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locate rechtsgemeenschappen)
atau daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan
dengan undang-undang.”

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah otonom,
selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Otonomi Daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan urusan
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pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan
penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dalam konteks bentuk negara kesatuan. Sedangkan prinsip Otonomi Daerah di
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dalam penjelasan umumnya adalah : Prinsip otonomi daerah menggunakan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan
mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan
yang ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan
bahwa, dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak :

a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

b) Memilih pimpinan daerah;

c) Mengelola aparatur daerah;

d) Mengelola kekayaan daerah;

e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yang berada di daerah;

g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Selain hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam ketentuan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Terdapat 15 (lima belas) kewajiban yang dipunyai oleh daerah, yaitu :

a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan
kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

¢) Mengembangkan kehidupan demokrasi;

d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;

e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

h) Mengembangkan sistem jaminan sosial;

i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
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k) Melestarikan lingkungan hidup;

I) Mengelola administrasi kependudukan;

m) Melestarikan nilai sosial budaya;

n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai
dengan kewenangannya; dan

o) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
21 dan Pasal 22 tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan
daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib,
adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Menurut Syaukani dan
Afan Gafar :

Otonomi Daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan
Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan kewajiban daerah
dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada
hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban dari
pada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya
pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat
yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tangung
jawab.?

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Siswanto Sunarno
menyebutkan bahwa :

Ide otonomi daerah bermula dari akibat kesalahan di masa lalu,
baik secara struktural maupun kultural, yang imbasnya sampai uga
pada persoalan fundamental kenegaraan kita, misalnya muncul
fenomena baru untuk memisahkan diri, meraih otonomi seluas-
luasnya, atau memilih merdeka. Berbagai tuntutan dan harapan
tersebut, entah yang bersifat alami ataupun bermuatan politis, luas
ataupun terbatas, dilatari oleh berbagai persoalan yang amat
kompleks. Muncul sejumlah protes dan pertanyaan kritis berkisar
pada masalah ketidak adilan sosial, dominasi pusat, ketimpangan
pembangunan, kesenjangan perekonomian antar daerah, pembagian
penerimaan negara dan daerah yang tidak berimbang, juga masalah
marginalissi potensi dan putra daerah.?

29 Syaukani dan Afan Gafar, 2007, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Reformasi, PT. Bhuana IImu Populer, Jakarta, him.36

%) Sjswanto Sunarno, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,
him. 9
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Berdasarkan fenomena berkembangnya masalah tersebut, akhirnya
muncul sebuah konklusi bahwa tatanan pemerintahan dan kenegaraan selalu
sentralistik dan tidak menghidupkan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas
dan adil, dan karenanya harus diubah dan diganti. Untuk menata pemecahan
masalah tersebut telah lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi oleh
ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah yang berjiwakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Secara prinsipil terdapat 2 (dua) hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu
hak dan wewenang untuk memanajemen daerah dan tanggung jawab untuk
kegagalan dalam memanajemen daerah. Pada hakikatnya sebelum suatu daerah
menyelenggarakan otonomi daerah, aspek terpenting dari hal tersebut adalah
menyangkut adanya pelimpahan wewenang yang dikenal dengan peristilahan
desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian
kewenangan dari pemerintah pusat kepada pihak lainnya untuk dilaksanakan.
Desentralisasi secara prinsipal di Indonesia dalam bentuk desentralisasi
perundangan (regeling) dan pemerintahan (Bestuur). Desentralisasi tersebut
diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian,
desentralisasi dari sudut asal usul bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu ‘’De”’
atau lepas dan ’Centrum’’ atau pusat. Menurut perkataannya desentralisasi itu
berarti melepaskan dari pusat.?® Hal ini mencerminkan adanya kewenangan dari
bagian atau bawahannya untuk melaksanakan sesuatu yang diserahkan dari
pusat, dengan tetap adanya hubungan antara pusat dengan bagiannya.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut sistem desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengertian lebih lanjut mengenai pengertian desentralisasi disebutkan

dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

26 Eggy Sudjana, 2005, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi), Jakarta,
Rinneka Cipta, him.18
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Pemerintahan Daerah bahwa : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sedangkan mengenai pengertian dekonsentrasi disebutkan dalam
ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : Dekonsentrasi adalah pelimpahan
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai  wakil
pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pengertian dari
tugas pembantuan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : tugas
pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan desentralisasi dan otonomi sangat
erat kaitannya. Pada dasarnya otonomi adalah tujuan dari desentralisasi daerah-
daerah otonom, yakni daerah yang mandiri, tingkat kemandirian diturunkan dari
tingkat desentralisasi yang diselenggarakan semakin tinggi derajat desentralisasi,
semakin tinggi otonomi daerah. Dalam konteks negara kesatuan, otonomi
daerah seharusnya diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur
dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Artinya, proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah bukan berarti menjadikan daerah lepas dari pengaturan dan

pembinaan pemerintah pusat.

2.3.2 Hakikat Otonomi Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

28

otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan
pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama
antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi,
dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar
tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan
pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan
Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang
bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan
Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat
konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah
provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan Kkriteria
pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan
efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif
sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan
hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat
pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh
jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan
atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu
tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah
yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.
Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas

Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa
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penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala
ekonomis.?” Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib
mengedepankan pencapaian  efisiensi dalam penyelenggaraan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam
menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut,
semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan
akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui Kkriteria
efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan
dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan,
lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan
pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang
diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait
dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang
menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan
pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi
kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh
pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang
dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan
difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah
pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi,
dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Di luar urusan pemerintahan yang
bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan
pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan

menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan

21 Muhammad Farahan dalam Rinekso Kartono, 2005, Panduan Pemilu Untuk Rakyat, LPKPS,
Malang, hal.45
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urusan sisa. Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan
daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar
mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat
menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pembagian kewenangan bidang pemerintahan antara pusat, daerah
propinsi dan daerah kabupaten/kota diatur dalam ketentuan Pasal 10 sampai
dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah disebutkan mengenai pembagian urusan pemerintahan. Kewenangan
pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan
fiskal nasional, serta agama. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi
berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan keserasian
hubungan antar susunan pemerintahan.

Kewenangan propinsi terdiri dari 2 (dua) kategori, Vyaitu
kewenangan sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah
administrasi. Kewenangan sebagai daerah otonom mencakup
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas
kabupaten dan kota, kewenangan dalam bidang pemerintahan
tertentu lainnya, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat
dilaksanakan daerah kabupaten dan kota. Sementara kewenangan
sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil
pemerintah.

Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka
desentralisasi harus disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan
prasarana, serta sumber daya manusia. Sementara kewenangan pemerintah yang
dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan
pembiayaan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :

a) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai
dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta
kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentra lisasikan.

b) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai
dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

28 J. Kaloh, Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta, Sinar Grafika, 2007,
hlm.246
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Terdapat keuntungan dan kelemahan penerapan sistem desentralisasi,
beberapa keuntungannya antara lain :

a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan

b) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak, yang
membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu
menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

c) Dalam mengurangi birokrasi dalam arti sempit yang buruk karena
setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.

d) Dalam sistem desentralissi, dapat diadakan pembedaan
(diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi
kepentingan tertentu. Khusus desentralisasi teritorial dapat lebih
menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah

e) Dengan adanya desentraliasasi teritorial, daerah otonom dapat
merupakan semacam laboraturium dalam hal-hal yang
berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi
seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat dibatasi pada
suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah
untuk ditiadakan. %

Kebijakan dan implementasi otonomi daerah dapat menjadi sebuah
solusi, khususnya menyangkut tata pemerintahan yang lebih efektif dan
profesional, tetapi juga menjadi problem ketika prasyarat lain tidak mengiringi
terhadap kebijakan tersebut, seperti penegakan hukum, pengaturan soal teritorial,
dan sebagainya. Desentralisasi yang nggak diimbangi oleh penegakan hukum,
akan menyuburkan erilaku tindak korupsi di daerah. Desentralisasi yang tidak
mengatur dalam pengertian teritorial akan melahirkan raja-raja kecil di daerah
yang rawan dengan dis-integrasi, karena atas nama otonomi daerah, penguasa
daerah tidak tunduk kepada pemerintah pusat, begitu pula halnya dengan soal-
soal yang berkaitan dengan masalah perimbangan kekuasaan antara daerah dan
pusat.

Otonomi daerah pada prinsipnya memberikan suatu harapan bagi
terciptanya dan terlaksananya keadilan, demoktratisasi dan transparansi
kehidupan di sektor publik. Hal tersebut merupakan suatu lompatan jauh bagi
tertatanya masyarakat sipil yang dicita-citakan. Kebijaksanaan otonomi daerah

melalui Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan

2 Nur Feriyanto, Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah, Jakarta,
Kedaulatan Rakyat Press, 2001, him.18
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otonomi yang sangat luas kepada daerah. Hal tersebut ditempuh dalam rangka
mengembalikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas
demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada
akhirnya diharapkan pula menciptakan cara berpemerintahan yang baik (good
governance).

Paradigma baru tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan
luas kepada daerah, bahkan dari kewenangan yang ada tersebut terdapat
kewenangan wajib yang merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah
Daerah dalam pemenuhan kebutuhan rakyat (public goods). Kesemuanya itu
dilaksanakan secara demokratis, transparan, egaliter, yang berarti menempatkan
prioritas keragaman daerah sebagai manifestasi Bhinneka Tunggal Ika. Dengan
demikian, maka segala sesuatu yang menyangkut program yang bersifat massal,
uniform, dan sentralistis. Disamping itu, daerah menjadi titik sentral awal
gagasan perencanaan berbagai kegiatan pemerintahan.*® Otonomi daerah juga
merupakan sarana kebijaksanaan yang secara politik ditempuh dalam rangka
memenuhi keutuhan “Negara dan Bangsa”, karena dengan otonomi daerah akan
kembali memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan
diantara segenap warga negara Indonesia, tak terkecuali dalam penyelenggaraan

pemerintahan di desa.

2.4 Kerjasama Daerah
2.4.1 Pengertian Kerjasama Daerah

Secara teoritis, istilah kerjasama (cooperation) telah lama dikenal dan
dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama
telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi
skala (economies of scales). Pembelanjaan atau pembelian bersama, misalnya,
telah membuktikan keuntungan tersebut, dimana pembelian dalam skala besar
atau melebihi “threshold points”, akan lebih menguntungkan daripada dalam

skala kecil.*¥ Dengan kerjasama tersebut biaya overhead (overhead cost) akan

%0 Syafiie, Inu Kencana, Sistem Administrasi publik Republik Indonesia (SANKRI).Jakarta,PT
Bumi Aksara,2006, him.54

) Domai, Tjahjanulin. Kebijakan Kerja sama Antar Daerah Dalam Perspektif Sound
Governance. Surabaya, Jenggala Pustaka Utama, 2010, him.45
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teratasi meskipun dalam skala yang kecil. Sharing dalam investasi, isalnya, akan
memberikan hasil akhir yang lebih memuaskan seperti dalam penyediaan
fasilitas dan peralatan, serta pengangkatan spesialis dan administrator.
Kerjasama juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya dalam
pemberian atau pengadaan fasilitas, dimana masing-masing pihak tidak dapat
membelinya sendiri. Dengan kerjasama, fasilitas pelayanan yang mahal
harganya dapat dibeli dan dinikmati bersama, seperti pusat rekreasi, pendidikan
orang dewasa, transportasi, dan lain sebagainya. Kerjasama antar Pemerintah
Daerah adalah suatu bentuk pengaturan kerjasama yang dilakukan antar
pemerintahan daerah dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai
efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Secara historis, mekanisme kerjasam antar pemerintah lokal telah menjdi
isu pentin di negara maju dimulai dari bidang yang sangat terbatas seperti
kepolisisan dan pemadam kebakaran dimana antara satu kota dengan kota lain
telah dilakukan perjanjian kerjasama saling bantu membantu menghadapi Krisis
seperti kebakaran dan bencana lainnya. Dalam perkembangan lanjutan,
mekanisme kerjasama ini tidak hanya diterapkan pada situasi “emergency” saja
tetapi juga pada pengaturan kerjasama untuk membeli jenis-jenis pelayanan
tertentu dari perusahaan swasta atau dari pemerintah lain, ataupun dari NGOS.
Khusus “cooperative agreements” yang dilakuan antar Pemerintah Daerah
semula lebih ditujukan pada : (1) kegiatan tunggal, (2) berkenaan dengan
pelayanan ketimbang fasilitas, (3) tidak bersifat permanen, (4) sebagai “stand-by
provision” yang baru dilaksanakan bila kondisi tertentu terjadi, dan (5)

diperkenankan / diijinkan oleh badan legiskatif.*>

2.4.2 Bentuk Kerjasama Antar Daerah

Bentuk dan metode kerjasama antar Pemerintah Daerah meliputi (1)
intergovermental service contract; (2) joint service agreement, dan (3)
intergovermental service transfer. Jenis kerjasama yang pertama dilakukan bila

suatu daerah membayar daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan

%) Tarigan, Antonius. Kerja SamaAntar Daerah (KAD) untuk Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik dan Daya Saing Wilayah. Semarang : IImu Media Utama, him.27
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tertentu seperti penjara, pembuangan sampah, kontrol hewan atau ternak,
penaksiran pajak. Jenis kerjasama yang kedua diatas biasanya dilakukan untuk
menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu
kepada masyarakat daerah yang terlibat, misalnya dalam pengaturan
perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran, kontrol
kebakaran, pembuangan sampah. Jenis kerjasama ketiga merupakan transfer
permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti bidang
pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan,

pemerintahan dan keuangan publik.*?

) Ibid, him.36
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan
yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah daerah dalam
pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan sudah sesuai dengan
undang-undang yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah. Dalam ketentuan tersebut, dapat dikemukakan bahwa Kerja
Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara
daerah dan pihak ketiga (swasta), dan/atau antara daerah dan lembaga atau
pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

2. Akibat hukum adanya pelanggaran kerjasama dalam pembangunan
infrastruktur di bidang pendidikan antara pemerintah daerah dengan pihak
swasta, adalah adanya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama. Akibat
hukum dari wanprestasi tersebut membawa konsekwensi dipenuhinya
prestasi sesuai dalam perjanjian atau perjanjian berakhir. Berdasarkan hal
tersebut perlu dilakukannnya hak dan keewajiban yang seimbang dalam
perjanjian kerjasama ini, sehingga akan menghasilkan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi daerah, termasuk membawa keuntungan bagi pihak swasta
maupun bagi pmerintah daerah. Adanya pelibatan sektor swasta dalam
pembangunan daerah merupakan upaya untuk menumbuhkan sektor swasta
agar bisa lebih berkembang dan percepatan pembangunan daerah sehingga

berkembang dengan baik.

70
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4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan
kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan beberapa
saran sebagai berikut :

1. Pelayanan pendidikan publik ini bila ditangani sendirian oleh pemerintah
tidak akan mencapai kualitas pelayanan yang baik. Pemerintah perlu mencari
cara yang dapat membantunya dalam peningkatan pelayanan. Public-private
partnership atau kerja sama antara pemerintah daerah (sektor publik) dengan
pihak swasta. Dengan kerja sama antara dua sektor atau lebih ini diharapkan
dapat meningkatkan pelayanan. Kerja sama ini bisa juga dilakukan
antarsesama pihak organisasi/unit sektor publik. Misalnya kerja sama antara
dinas pendidikan dengan dinas pendidikan.

2. Peran pemerintah ke depan akan semakin berkurang, dan peran swastalah
yang justru menjadi lebih besar dalam menggerakkan perekonomian dan
pembangunan. Pemerintah lebih menjalankan fungsi regulator dan fasilitator
yang mengarahkan proses dan tujuan pembangunan. Pemerintah tidak lagi
menjadi inisiator maupun operator dalam pembangunan. Selanjutnya peran
inisiator dan operator harus dilakukan oleh masyarakat dan kalangan usaha
swasta. Dengan demikian, masyarakat bukan lagi sekedar menjadi obyek
tetapi menjadi subyek pembangunan. Kerjasama didasari atas hubungan
antar pelaku yang betumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan
saling menguntungkan, serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan
dan kebersamaan. Dalam kaitannya dengan hal ini, di samping sharing
keuntungan, melekat juga resiko yang ditanggung bersama atau sharing
resiko. Kemitraan dalam pembangunan pada dasarnya mengandung hakekat
keadilan dalam perolehan keuntungan. Namun demikian, pemerintah tetap
harus mengambil prakarsa paling tidak untuk menciptakan iklim yang

mendorong bagi kerjasama tersebut.
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Menimbang

L AANOYL ULINSMN D AINAAADLL L /IN AN/ UDILALIN LINLIJTINLANILLY

NOMOR 38 TAHUN. 2015
TENTANG
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan
berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak,
untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional
dalam rangka meningkatkan perekonomian mnasional,
menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya

saing Indonesia dalam persaingan global;

b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,
perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif
guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong
keikutsertaan @ badan  usaha dalam = penyediaan
infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip

usaha yang sehat;

c. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama
antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan
infrastruktur dan layanan sosial, diperlukan pengaturan
guna melindungi dan menjaga kepentingan konsumen,

masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan;

d. bahwa ...
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Mengingat

Menetapkan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

€.

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur
kerjasama Pemerintah dan badan wusaha dalam
penyediaan infrastruktur agar kerjasama tersebut dapat
dilakukan secara luas, cepat, efektif, efisien,

komprehensif, dan berkesinambungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan

Infrastruktur;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.

Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan
kementerian/kepala  lembaga  atau pihak  yang
didelegasikan untuk bertindak mewakili
kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-
undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung
jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam
Peraturan Presiden ini.

2. Kepala ...
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Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, atau
bupati/walikota bagi daerah kabupaten/kota atau pihak
yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk mewakili kepala daerah bersangkutan.

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara
infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem,
perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk
melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat dan
mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi

dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi
pekerjaan  konstruksi untuk membangun = atau
meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau
kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau
pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan

kemanfaatan infrastruktur.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya
disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara
pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu
pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian
atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan
Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara
para pihak.

7. Badan ...
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10.

11.

12,

13.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk

Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Badan Usaha Pelaksana KPBU, yang selanjutnya disebut
dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan
Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang

lelang atau ditunjuk langsung.

Seleksi adalah metode pengadaan Badan Usaha dalam
rangka penyiapan KPBU dengan mengikutsertakan
sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara

luas atau undangan.

Pelelangan adalah metode pengadaan Badan Usaha
Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU dengan
mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui

pengumuman secara luas atau undangan.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Badan
Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU

melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta.

Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau
bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di  bidang
keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan

finansial dan efektifitas KPBU.

Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah
dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial
yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di  bidang

keuangan dan kekayaan negara.

14. Jaminan ...
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14.

15.

16.

(1)

(2)

Jaminan- Pemerintah' adalah ‘kompensasi finansial yang
diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara
kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian

risiko untuk Proyek Kerja Sama.

Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas
kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan

perjanjian penjaminan.

Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana
atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai
dengan  kualitas dan/atau  kriteria  sebagaimana

ditentukan dalam perjanjian KPBU.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP KPBU
Pasal 2

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat
bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur dilakukan melalui skema KPBU
berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 3 ...
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Pasal 3

KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:

a.

Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan
dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana

swasta;

Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas,

efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;

Menciptakan iklim investasi yang mendorong
keikutsertaan @ Badan Usaha dalam  Penyediaan

Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;

Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar
pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu
mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna;

dan/atau

Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan
Usaha dalam  Penyediaan  Infrastruktur  melalui
mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah

kepada Badan Usaha.

Pasal 4

KPBU dilakukan berdasarkan prinsip:

a.

Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan
Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan persyaratan yang

mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;

Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang
dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk
memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi

masyarakat;

c. Bersaing ...
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Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha
dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka,
dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan

usaha yang sehat;

Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama
Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian
risiko, pengembangan strategi pengelolaan,

dan mitigasi terhadap risiko;

Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur
mampu mempercepat pembangunan sekaligus
meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan

pemeliharaan infrastruktur; dan

Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur
mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan
dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana

swasta.

BAB III

JENIS INFRASTRUKTUR DAN BENTUK KERJASAMA

(1)

(2)

Pasal 5

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan
Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan

infrastruktur sosial.

Jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. infrastruktur transportasi;

b. infrastruktur jalan;

c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;

d. Infrastruktur ...
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(3)

(4)

d. “infrastruktur air minum;

e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;

f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;

h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;

i. infrastruktur ketenagalistrikan;

j.- infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi

terbarukan;
k. infrastruktur konservasi energi;
l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
m. infrastruktur fasilitas pendidikan;

n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga,

serta kesenian;
o. infrastruktur kawasan;
p- infrastruktur pariwisata;
q. infrastruktur kesehatan;
r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
s. infrastruktur perumahan rakyat.

KPBU dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang
merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis

infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam rangka meningkatkan kelayakan KPBU dan/atau
memberikan manfaat yang lebih besar kepada
masyarakat, KPBU dapat mengikutsertakan Kkegiatan

penyediaan sarana komersial.

(5) Ketentuan ...
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(1)

(2)

(1)

(2)

Ketentuan lebih lanjut , mengenai  jenis infrastruktur
ekonomi dan infrastruktur sosial lainnya ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA
Bagian Pertama

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
sebagai PJPK

Pasal 6

Dalam pelaksanaan KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/
Kepala Daerah bertindak selaku PJPK.

Penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
sebagai PJPK dilakukan dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan di bidang sektor.

Pasal 7

Dalam hal KPBU merupakan gabungan dari 2 (dua) atau
lebih jenis Infrastruktur, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah yang memiliki kewenangan terhadap sektor
infrastruktur yang dikerjasamakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan, bertindak bersama-sama

sebagai PJPK.

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki
kewenangan terhadap sektor Infrastruktur yang akan
dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menandatangani nota kesepahaman mengenai PJPK.

(3) Nota ...
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(3)  Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling kurang memuat:
a. kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK;

b. kesepakatan mengenai pembagian tugas dan
anggaran dalam rangka penyiapan, transaksi, dan

manajemen KPBU; dan

c. jangka waktu pelaksanaan KPBU.

Bagian Kedua
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

sebagai PJPK

Pasal 8

Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik
Daerah dapat bertindak sebagai PJPK, sepanjang diatur dalam

peraturan perundang-undangan sektor.

Pasal 9

Dalam hal Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha
Milik Daerah menjadi PJPK, KPBU dilaksanakan melalui

perjanjian dengan Badan Usaha Pelaksana.

BAB V

PENGADAAN TANAH

Pasal 10

(1) Pengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh
Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum.

(2) Pendanaan ...
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(3)

(4)

(5)

Pendanaan pengadaan tanah untuk KPBU bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal PJPK adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah, pendanaan pengadaan tanah dapat
bersumber dari anggaran Badan Usaha Milik Negara/
Badan Usaha Milik Daerah atau dari Badan Usaha
melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/
Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.

Dalam hal KPBU layak secara finansial, Badan Usaha
Pelaksana dapat membayar kembali sebagian atau
seluruh biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan
oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha

Pelaksana.

BAB VI

PENGEMBALIAN INVESTASI BADAN USAHA

(1)

(2)

Pasal 11

PJPK menetapkan bentuk pengembalian investasi yang
meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan

keuntungan Badan Usaha Pelaksana.

Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas

Penyediaan Infrastruktur bersumber dari:
a. pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;

b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability

Payment); dan/atau

c. bentuk ...
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

c. — bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha
Pelaksana bersumber dari pembayaran oleh pengguna
dalam bentuk tarif, PJPK menetapkan tarif awal atas

penyediaan infrastruktur.

Tarif awal dan penyesuaiannya, ditetapkan untuk
memastikan pengembalian investasi yang meliputi
penutupan biaya modal, biaya operasional, dan

keuntungan dalam kurun waktu tertentu.

Dalam hal berdasarkan pertimbangan PJPK, tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dapat
ditetapkan untuk mengembalikan seluruh investasi Badan
Usaha Pelaksana, tarif dapat ditentukan berdasarkan

tingkat kemampuan pengguna.

Dalam hal tarif ditentukan berdasarkan kemampuan
pengguna, PJPK memberikan Dukungan Kelayakan
sehingga Badan Usaha Pelaksana dapat memperoleh
pengembalian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

Pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), hanya diberikan bagi KPBU yang
mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan
kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan

sosial.

Pasal 13 ...
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 13

Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha
Pelaksana ditetapkan bersumber dari Pembayaran atas
Ketersediaan Layanan, PJPK menganggarkan dana
Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan
Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha
Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang

diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Penganggaran dana Pembayaran Ketersediaan Layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

memperhitungkan:

a. biaya modal;

b. biaya operasional; dan/atau

c. keuntungan Badan Usaha Pelaksana.

Dalam hal Badan Usaha Pelaksana telah mengoperasikan
Infrastruktur yang dikerjasamakan sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian KPBU,
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan
Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha
Pelaksana, melalui anggaran Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah.

PJPK melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan
kepada Badan Usaha Pelaksana apabila telah memenuhi

kondisi sebagai berikut:

a. Infrastruktur yang dikerjasamakan telah dibangun

dan dinyatakan siap beroperasi; dan

b. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyatakan
bahwa infrastruktur telah memenuhi indikator
layanan infrastruktur sebagaimana diatur dalam
Perjanjian Kerja Sama.

(5) Ketentuan ...
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(1)

(2)

(3)

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran
Ketersediaan Layanan, diatur dalam peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
keuangan dan kekayaan negara dan/atau menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di  bidang

pemerintahan dalam negeri.

BAB VII

KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

Pasal 14

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memprakarsai
Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan

dengan Badan Usaha melalui skema KPBU.

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Badan Usaha
dapat mengajukan prakarsa KPBU kepada Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah.

Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai Badan

Usaha adalah yang memenuhi kriteria sebagai berkut:

a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada

sektor yang bersangkutan;
b. layak secara ekonomi dan finansial; dan

c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki
kemampuan keuangan yang memadai untuk

membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi

kelayakan atas KPBU yang diusulkan.

(5) Terhadap ...
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(5)

(6)

(7)

(8)

Terhadap ' Badan ' Usaha  pemrakarsa —~KPBU dapat

diberikan alternatif kompensasi sebagai berikut:

a. pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh per

seratus);

b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh
Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik
(right to match), sesuai dengan hasil penilaian dalam

proses pelelangan; atau

c. pembelian prakarsa KPBU, antara lain hak kekayaan
intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang.

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dicantumkan dalam persetujuan Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah.

Dalam hal Badan Usaha pemrakarsa telah mendapatkan
kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,
ayat (5) huruf b atau ayat (5) huruf c, seluruh studi
kelayakan dan dokumen pendukungnya, termasuk Hak
Kekayaan Intelektual yang menyertainya beralih menjadi

milik Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengubah
atau melakukan penambahan terhadap studi kelayakan
dan dokumen pendukungnya tanpa memerlukan perijinan
terlebih dahulu dari Badan Usaha pemrakarsa, terhadap
seluruh  studi kelayakan dan  dokumen-dokumen
pendukungnya, termasuk Hak Kekayaan Intelektual

sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) KPBU ...
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9)

KPBU 'yang diprakarsai Badan Usaha dapat diberikan
Jaminan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII

DUKUNGAN PEMERINTAH DAN JAMINAN PEMERINTAH

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 15

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat
memberikan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU

sesuai dengan lingkup kegiatan KPBU.

Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan

Usaha Pelaksana.

Pasal 16

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang keuangan dan kekayaan negara dapat menyetujui
pemberian Dukungan Pemerintah dalam  bentuk
Dukungan Kelayakan dan/atau insentif perpajakan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

berdasarkan usulan PJPK.

Bentuk dan tata cara pemberian Dukungan Kelayakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah

di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat
memberikan Dukungan Pemerintah dalam bentuk lainnya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ...
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 17

Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah

terhadap KPBU.

Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikan dalam bentuk Penjaminan Infrastruktur.

Jaminan Pemerintah diberikan dengan memperhatikan
prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pengendalian dan pengelolaan risiko atas Jaminan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di-
laksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berwenang untuk:

a. menetapkan kriteria pemberian Jaminan Pemerintah

yang akan diberikan kepada KPBU;

b. meminta dan memperoleh data serta informasi yang
diperlukan dari pihak yang terkait dengan KPBU yang

diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah;

c. menetapkan bentuk, tata cara, dan mekanisme
Jaminan Pemerintah yang diberikan kepada suatu

KPBU; dan

d. menetapkan pemberian Jaminan Pemerintah kepada

Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.

Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), harus disertakan dalam dokumen pelelangan.

(7) Ketentuan ...
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(7)

(1)

(2)

Ketentuan 'lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara dan
mekanisme Jaminan Pemerintah, diatur lebih lanjut oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di

bidang keuangan dan kekayaan negara.

Pasal 18

Jaminan Pemerintah dapat diberikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di  bidang
keuangan dan kekayaan negara melalui badan usaha

penjaminan Infrastruktur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan

Peraturan Presiden tersendiri.

BAB IX

PEMBIAYAAN SEBAGIAN KPBU OLEH PEMERINTAH

(1)

(2)

(3)

Pasal 19

PJPK dapat membiayai sebagian Penyediaan

Infrastruktur.

Penyediaan Infrastuktur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana.

Pemilihan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pengadaan
Badan Usaha Pelaksana sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden ini.

BAB X ...
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(1)

(2)

(1)

(2)

BAB X

PERENCANAAN KPBU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah merencanakan
kegiatan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan

Badan Usaha.

Perencanaan KPBU antara lain:

a. identifikasi dan penetapan KPBU;
b. penganggaran KPBU; dan

c. pengkategorian KPBU.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Penetapan KPBU

Pasal 21

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengidentifikasi
Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan

dengan Badan Usaha.
Identifikasi Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan
mempertimbangkan paling kurang:

a. kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional/Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan rencana strategis sektor

infrastruktur;

b. kesesuaian ...
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(1)

(2)

b. = kesesuaian dengan -Rencana Tata 'Ruang dan

Wilayah;

c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar

wilayah;
d. analisa biaya manfaat dan sosial; dan

e. analisa nilai manfaat uang (Value for Money).

Pasal 22

Pengadaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan
dengan Badan Usaha harus disertai dengan studi

pendahuluan.

Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memuat paling kurang:
a. rencana bentuk KPBU;

b. rencana skema pembiayaan proyek dan sumber

dananya; dan

c. rencana penawaran Kkerjasama yang mencakup

jadwal, proses, dan cara penilaian.

Pasal 23

Dalam melakukan identifikasi KPBU, Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah melakukan konsultasi publik.

(1)

Pasal 24

Berdasarkan hasil studi pendahuluan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 dan konsultasi publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah menetapkan daftar usulan

rencana KPBU.

(2) Daftar ...
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(2) Daftar usulan rencana KPBU  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah  kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 25

(1) Penyusunan daftar rencana KPBU dilakukan
berdasarkan daftar usulan yang disampaikan oleh

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

(2) Penetapan daftar rencana KPBU dilakukan berdasarkan
tingkat kesiapan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan  pemerintahan di  bidang  perencanaan

pembangunan nasional.

(3) Daftar rencana KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), diumumkan dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Penganggaran KPBU

Pasal 26

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah menganggarkan dana
perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XTI ...
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BAB XI

PENYIAPAN KPBU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan
penyiapan KPBU, yang menghasilkan paling kurang:

a. Prastudi kelayakan;

b. Rencana Dukungan  Pemerintah dan  Jaminan
Pemerintah;

C. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan

Usaha Pelaksana; dan

d. pengadaan tanah untuk KPBU.

Pasal 28

(1) Penyiapan KPBU dapat dilakukan bersama dengan Badan
Usaha atau lembaga/institusi/organisasi internasional
berdasarkan  kesepakatan dengan = Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari satu Badan Usaha atau
lembaga/institusi/organisasi internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah melakukan Seleksi.

(3) Ketentuan ...
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(3)

(1)

(2)

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam
rangka penyiapan KPBU, diatur dalam peraturan lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 29

Biaya penyiapan KPBU dengan bantuan Badan Usaha
atau lembaga/institusi/organisasi internasional
dibayarkan dengan tata cara pembayaran secara berkala
(retainer fee), pembayaran secara penuh (lump sum),
gabungan pembayaran secara berkala dan secara penuh,
dan/atau tata cara lain yang disepakati antara
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan

Usaha/lembaga/institusi/organisasi internasional.

Biaya penyiapan KPBU dan pengadaan Badan Usaha
mitra KPBU yang dilakukan Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah dengan bantuan Badan
Usaha/lembaga/institusi/organisasi internasional,
pelaksana penyiapan KPBU dapat dibebankan kepada
Badan Usaha pemenang lelang baik sebagian atau

seluruhnya.

Biaya penyiapan KPBU yang dapat dibebankan kepada

Badan Usaha pemenang lelang meliputi:
a. biaya penyiapan prastudi kelayakan;

b. biaya transaksi;

c. imbalan ...


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(1)

(2)

c.. = imbalan terhadap Badan Usaha dan
lembaga/institusi/organisasi internasional
pelaksana penyiapan yang dibayarkan berdasarkan

keberhasilan transaksi KPBU (success fee); dan

d. biaya lain yang sah.

Bagian Kedua

Prastudi Kelayakan

Pasal 30

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyusun
prastudi kelayakan atas Infrastruktur yang akan

dikerjasamakan.

Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menghasilkan kesimpulan antara lain:
a. sumber pembiayaan KPBU;

b. identifikasi kerangka kontraktual, pengaturan, dan

kelembagaan;
c. rancangan KPBU dari aspek teknis;

d. wusulan Dukungan Pemerintah dan Jaminan

Pemerintah yang diperlukan;

e. identifikasi risiko dan rekomendasi mitigasi, serta

pengalokasian risiko tersebut; dan

f.  bentuk pengembalian investasi Badan Usaha

Pelaksana.

Pasal 31 ...
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Pasal 31

Dalam tahapan penyiapan prastudi kelayakan, Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah menyusun dokumen sebagai berikut:

a.

b.

(1)
(2)

dokumen studi lingkungan; dan

dokumen perencanaan pengadaan tanah.

Bagian Ketiga

Penyiapan Perjanjian KPBU

Pasal 32

PJPK menyiapkan perjanjian KPBU.

Perjanjian KPBU paling kurang memuat Kketentuan

mengenai:

a. lingkup pekerjaan;

b. jangka waktu;

c. Jaminan pelaksanaan;

d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;

e. hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko;

f.  standar kinerja pelayanan;

g. pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara
komersial;

h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi

ketentuan perjanjian;
pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
status kepemilikan aset;

k. mekanisme ...


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(3)

t.

mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara
berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan

arbitrase/pengadilan;

mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha

Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan;
mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan;

mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah

dan pemberi pinjaman;

penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur

dan/atau pengelolaannya kepada PJPK;

pengembalian aset infrastruktur dan/atau

pengelolaannya kepada PJPK;
keadaan memaksa;

pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian
KPBU sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

penggunaan bahasa dalam Perjanjian, yaitu Bahasa
Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai
terjemahan resmi/ official translation), serta
menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian

perselisihan di wilayah hukum Indonesia; dan

hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

Besaran jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, setingginya-tingginya adalah 5%

(lima per seratus) dari nilai investasi KPBU.

(4) Pengalihan ...
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(1)

Pengalihan saham Badan Usaha Pelaksana sebelum
Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya
dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan
berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

tidak boleh menunda jadwal mulai beroperasinya KPBU.

Pasal 33

Dalam hal terdapat penyerahan pengelolaan aset yang
dimiliki atau dikuasai oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana
untuk pelaksanaan KPBU, dalam perjanjian KPBU diatur:

a. tujuan pemanfaatan aset dan larangan untuk
memanfaatkan aset untuk tujuan selain yang telah

disepakati;

b. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan,
termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang

timbul akibat pemanfaatan aset;

c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk
mengawasi dan memelihara kinerja aset selama

digunakan;

d. larangan bagi Badan Usaha Pelaksana untuk
mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak

ketiga;
e. tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset;

f.  hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam ...
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Dalam ' hal ' Perjanjian KPBU W mengatur penyerahan
pengelolaan aset yang diadakan oleh Badan Usaha
Pelaksana selama jangka waktu perjanjian, perjanjian

KPBU harus mengatur:
a. kondisi aset yang akan dialihkan;
b. tata cara pengalihan aset;

c. status aset yang bebas dari segala jaminan
kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun
pada saat aset diserahkan kepada Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah;

d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga;

dan

e. pembebasan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah dari segala tuntutan yang timbul setelah

penyerahan aset.

Pasal 34

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan

Intelektual, perjanjian KPBU harus memuat jaminan dari

Badan Usaha Pelaksana bahwa:

a.

Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sepenuhnya

terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah akan dibebaskan
dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga
manapun yang berkaitan dengan penggunaan Hak

Kekayaan Intelektual dalam Penyediaan Infrastruktur;

Dalam hal terdapat gugatan atau tuntutan atas Hak
Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf

b, maka:

1. kelangsungan ...
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I. = kelangsungan Penyediaan Infrastruktur tetap dapat

dilaksanakan; dan

2. penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tetap dapat

berlangsung.

BAB XII

TRANSAKSI KPBU

Bagian Kesatu

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

Pasal 35
Transaksi KPBU terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
b. penandatanganan perjanjian KPBU; dan

c. pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh

Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 36

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka KPBU
dilaksanakan setelah diperolehnya penetapan lokasi atas
tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan KPBU, kecuali

ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk panitia

pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 38 ...
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Pasal 38

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui

Pelelangan atau Penunjukan Langsung.

Pelelangan atau Penunjukan Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
prakualifikasi.

Pasal 39

Pengadaan Badan  Usaha  Pelaksana  melalui
Penunjukan Langsung dapat dilakukan apabila:

a. merupakan KPBU kondisi tertentu; atau

b. prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana hanya

menghasilkan satu peserta.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, yaitu:

a. Pengembangan atas Infrastruktur yang telah
dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh

Badan Usaha Pelaksana yang sama;

b. Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan
penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang
mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya;

atau

c. Badan Usaha Pelaksana telah menguasai sebagian
besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk

melaksanakan KPBU.

Pasal 40 ...
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Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan
Usaha Pelaksana melalui Pelelangan atau Penunjukan
Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diatur
dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa

pemerintah.

Bagian Kedua

Penandatanganan Perjanjian KPBU

Pasal 41

Perjanjian KPBU ditandatangani oleh PJPK dengan Badan

Usaha Pelaksana.

Bagian Ketiga

Perolehan Pembiayaan

Pasal 42

Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
setelah Badan Usaha Pelaksana menandatangani perjanjian
KPBU, Badan Usaha Pelaksana harus telah memperoleh
pembiayaan atas KPBU.

Pasal 43

(1)  Perolehan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman

dinyatakan telah terlaksana apabila:

a. telah ...
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(3)

(4)

(5)

a. ~ telah . ditandatanganinya perjanjian pinjaman

untuk membiayai seluruh KPBU; dan

b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada
huruf a, telah dapat dicairkan untuk memulai

pekerjaan konstruksi.

Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan,
perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan terlaksana apabila:

a. telah ditandanganinya perjanjian pinjaman untuk

membiayai salah satu tahapan KPBU; dan

b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada
huruf a telah dapat dicairkan untuk memulai

pekerjaan konstruksi.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
dapat diperpanjang dari waktu ke waktu oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah apabila
kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan
oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan oleh  Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah.

Setiap perpanjangan jangka waktu oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), diberikan paling lama 6

(enam) bulan.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi oleh
Badan Usaha Pelaksana, maka perjanjian KPBU
berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan

oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

BAB XIII ...
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BAB XIII

SIMPUL KPBU

Pasal 44

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menunjuk
unit kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga/

Daerah sebagai Simpul KPBU.

Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan,
sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi

pembangunan KPBU.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

a. Perjanjian KPBU yang telah ditandatangani
sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap

berlaku;

b. Proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang
sedang dilakukan dan belum ditetapkan
pemenangnya, maka proses pengadaan Badan
Usaha Pelaksana selanjutnya dilakukan sesuai

dengan Peraturan Presiden ini;

c. Proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang
telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya,
namun perjanjian KPBU belum ditandatangani,
maka perjanjian KPBU dibuat sesuai dengan

Peraturan Presiden ini;

d. Perjanjian ...
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Perjanjian ' KPBU —~ yang - telah ' ditandatangani,
namun belum tercapainya perolehan pembiayaan
sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian KPBU, ketentuan kewajiban perolehan
pembiayaan  dilaksanakan  sesuai = dengan
Peraturan Presiden ini setelah Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah melakukan evaluasi
terhadap Badan Usaha Pelaksana dan KPBU
tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan

oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;

Perjanjian KPBU yang telah ditandatangani,
namun pengadaan tanah belum  selesai
dilaksanakan, maka proses pengadaan tanah
akan  disesuaikan berdasarkan  Peraturan
Presiden ini, dan Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah dapat melakukan
penyesuaian atas perjanjian KPBU setelah
melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha
Pelaksana dan KPBU tersebut dengan Kkriteria
yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah; dan

Pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi
secara komersial yang telah dilaksanakan
sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini

dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, peraturan
pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun
2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana

telah ...
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telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005
tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan

Peraturan Presiden ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan
Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Infrastruktur,
diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan nasional.

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah  dapat
mengatur tata cara  pelaksanaan = kerjasama
pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana sesuai

dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan
Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Infrastruktur,
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan  pemerintah di bidang  perencanaan
pembangunan nasional, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

(2) Ketentuan ...
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(2) " “Ketentuan /' lebih ' "lanjut’ ~mengenai ' pembayaran
ketersediaan layanan ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
keuangan dan kekayaan negara dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
pemerintahan dalam negeri sesuai dengan bidang
tugas dan kewenangan masing-masing, paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini

diundangkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan
Badan Usaha Pelaksana ditetapkan oleh lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden

ini diundangkan.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Agar ...
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Agar ~ setiap ' orang < mengetahuinya, ' memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara  Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati
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